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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 02/M-DAG/PER/1/2013 
TENTANG 

PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN  

PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI YANG DIDANAI MELALUI DANA  
TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan 
Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi 
yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun 
Anggaran 2013 dan untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan 
Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi 
melalui Dana Tugas Pembantuan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penugasan 
Gubernur atau Bupati/ Walikota dalam rangka 
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan 
Pengembangan Sarana Distribusi yang didanai melalui 
Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2013; 
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Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  
Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5361); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4855);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan, dan Toko Modern; 

14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon 1 
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 
Tahun 2011; 

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; 

17. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
92); 

18. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P 
Tahun 2011; 

19. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 
Anggaran 2013; 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010; 

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-
DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perdagangan sebagimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-
DAG/PER/8/2012; 

22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-
DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan 
Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi 
Melalui Dana Tugas Pembantuan; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 
PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA 
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN 
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA 
DISTRIBUSI YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS 
PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 

Pasal 1 
(1) Peraturan Menteri Perdagangan ini, dimaksudkan sebagai dasar bagi 

Gubernur atau Bupati/Walikota yang menerima penugasan dari 
Menteri Perdagangan untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan 
dan Pengembangan Sarana Distribusi yang didanai melalui Dana 
Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2013. 
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(2) Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi ditujukan 
untuk mendorong kelancaran arus barang, menjaga ketersediaan bahan 
kebutuhan pokok masyarakat, menjaga kestabilan harga, mewujudkan 
pasar yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang 
nyaman, meningkatkan kesempatan berusaha, dan meningkatkan 
kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah. 

Pasal 2 

(1) Menteri Perdagangan menugaskan kepada Gubernur atau 
Bupati/Walikota untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan dan 
Pengembangan Sarana Distribusi yang didanai melalui Dana Tugas 
Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2013, sebagaimana  tercantum dalam Lampiran I yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(2) Gubernur atau Bupati/Walikota bertanggungjawab penuh atas 
pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik 
maupun administrasi. 

(3) Penugasan untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan dan 
Pengembangan Sarana Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak dapat dipindah tugaskan kepada pihak lain. 

(4) Gubernur atau Bupati/Walikota dalam melaksanakan Kegiatan 
Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi wajib : 
a. melaksanakan tugas Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan 

Sarana Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
sebaik-baiknya hingga selesai,  paling lambat dalam 1 (satu) tahun 
anggaran; 

b. melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah 
terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat 
pelaksanaan kegiatan; 

c. melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil Kegiatan 
Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi dapat 
memberikan dampak peningkatan kinerja; 

d. menjaga dan memelihara hasil Kegiatan Pembangunan dan 
Pengembangan Sarana Distribusi setelah kegiatan pembangunan 
selesai; 

Pasal 3 
Gubernur atau Bupati/Walikota sebelum menjalani Kegiatan 
Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi wajib menandatangani 
Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


2013, No.257 6

Pasal 4 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di  Jakarta 
pada tanggal 2 Januari 2013           
MENTERI PERDAGANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
GITA IRAWAN WIRJAWAN 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 11 Februari 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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